BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI
NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGLI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, keadaaan yang menyebabkan pergeseran
antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis
belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun
anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan
dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor
12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah
Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);



10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4567);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun



Menetapkan

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Angggaran 2015 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);

27.Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1 Tahun 2013
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bangli Nomor 1);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2 Tahun 2013
tentang  Pokok-Pokok  Pengelolaan Keuangan  Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 2);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4 Tahun 2013
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
(Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2013 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 4);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 12 Tahun 2014
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bangli Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bangli Tahun 2014 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGL
dan
BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 12 TAHUN 2014
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangli Nomor 12 Tahun
2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015



(Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2014 Nomor 12), diubah sebagai
berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula
berjumlah sebesar Rp. 826.028.972.823,08 bertambah sejumlah Rp.
54.591.239.741,85 sehingga menjadi Rp. 880.620.212.564,93 dengan rincian

sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp. 826.028.972.823,08
b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 54.591.239.741,85
Jumlah Pendapatan Setelah
Perubahan Rp. 880.620.212.564,93
2. Belanja Daerah
a. Semula Rp. 930.895.764.975,08
b. Bertambah/(Berkurang) Rp. 78.541.714.039,78
Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 1.009.437.479.014,86
Surplus/Defisit Setelah Perubahan Rp. (128.817.266.449,93)

3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan

1) Semula Rp. 104.866.792.152,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 23.950.474.297,93
Jumlah Penerimaan Setelah
Perubahan Rp. 128.817.266.449,93
b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Pengeluaran Setelah
Perubahan Rp. 0,00

Jumlah Pembiayaan Netto Setelah
Perubahan Rp. 128.817.266.449,93

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan Rp. 0.00
2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula Rp. 82.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 6.000.000.000,00
Jumlah pendapatan asli daerah
setelah Perubahan Rp. 88.000.000.000,00

b. Dana Perimbangan



1) Semula Rp 573.910.743.000,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 853.802.000,00
Jumlah dana perimbangan
setelah Perubahan Rp. 574.764.545.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1) Semula Rp. 170.118.229.823,08
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 47.737.437.741,85
Jumlah lain-lain pendapatan daerah
yang sah setelah Perubahan Rp. 217.855.667.564,93

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 10.241.554.100,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 966.595.900,00
Jumlah pajak daerah setelah
Perubahan Rp. 11.208.150.000,00
b. Retribusi Daerah
1) Semula Rp. 22.252.887.900,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (151.341.600,00)
Jumlah retribusi daerah setelah
Perubahan Rp. 22.101.546.300,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
1) Semula Rp. 3.318.478.000,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 688.070.600,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan setelah

Perubahan Rp. 4.006.548.600,00
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
1) Semula Rp. 46.187.080.000,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 4.496.675.100,00
Jumlah lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah setelah Perubahan Rp. 50.683.755.100,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan :
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp. 19.079.052.000,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 851.922.000,00
Jumlah dana bagi hasil pajak/bagi hasil
bukan pajak setelah Perubahan Rp. 19.930.974.000,00
b. Dana Alokasi Umum
1) Semula Rp. 499.734.801.000,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah dana alokasi umum
setelah Perubahan Rp. 499.734.801.000,00

c. Dana Alokasi Khusus
1) Semula Rp. 55.096.890.000,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 1.880.000,00




Jumlah dana alokasi khusus
setelah Perubahan Rp. 55.098.770.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah hibah setelah Perubahan Rp. 0,00
b. Dana Darurat
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah dana darurat setelah
Perubahan Rp. 0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
1) Semula Rp. 80.308.151.823,08
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 37.526.858.741,85

Jumlah dana bagi hasil pajak dari
provinsi dan pemerintah daerah

lainnya setelah Perubahan Rp. 117.835.010.564,93
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
1) Semula Rp. 86.367.248.000,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 10.210.579.000,00
Jumlah dana penyesuaian dan
otonomi khusus setelah Perubahan Rp. 96.577.827.000,00
e. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
1) Semula Rp. 3.442.830.000,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah bantuan keuangan dari
provinsi atau pemerintah daerah

lainnya setelah Perubahan Rp. 3.442.830.000,00

f. Pendapatan Lainnya
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah bantuan keuangan dari
provinsi atau pemerintah daerah
lainnya setelah Perubahan Rp. 0,00

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 662.045.110.779,08
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 19.226.755.800,67
Jumlah belanja tidak langsung
setelah Perubahan Rp. 681.271.866.579,75

b. Belanja Langsung



1) Semula Rp. 268.850.654.196,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 59.314.958.239,11
Jumlah belanja langsung setelah
Perubahan Rp. 328.165.612.435,11

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja :
a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 531.937.564.267,08
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 4.194.413.966,20
Jumlah belanja pegawai setelah
Perubahan Rp. 536.131.978.233,28
b. Belanja Bunga:
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah belanja bunga setelah
Perubahan Rp. 0,00
c. Belanja Subsidi
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah belanja subsidi setelah
Perubahan Rp. 0,00
d. Belanja Hibah
1) Semula Rp. 41.927.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 5.245.664.100,00
Jumlah belanja hibah setelah
Perubahan Rp. 47.172.664.100,00
e. Belanja Bantuan Sosial
1) Semula Rp. 1.300.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 15.000.000,00
Jumlah belanja bantuan sosial
setelah Perubahan Rp. 1.315.000.000,00

f. Belanja Bagi Hasil Kepada

Provinsi/Kabupaten/Kota

dan Pemerintah Desa

1) Semula Rp. 3.300.444.200,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 76.025.430,00
Jumlah belanja bagi hasil kepada
provinsi/kabupaten/kota dan
pemerintah desa setelah Perubahan Rp. 3.376.469.630,00

g. Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintahan Desa
1) Semula Rp. 82.680.102.312,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 9.887.251.304.,47
Jumlah belanja bantuan keuangan
kepada provinsi/kabupaten/kota
dan pemerintahan desa setelah
Perubahan Rp. 92.567.353.616,47




h. Belanja Tidak Terduga
1) Semula
2) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah belanja tidak terduga
setelah Perubahan

Rp. 900.000.000,00
Rp. (191.599.000,00)
Rp. 708.401.000,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari

jenis belanja:
a. Belanja Pegawai
1) Semula
2) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah belanja pegawai setelah
Perubahan

b. Belanja Barang dan Jasa
1) Semula
2) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah belanja barang dan jasa
setelah Perubahan

c. Belanja Modal
1) Semula
2) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah belanja modal setelah
Perubahan

Rp.
Rp.

48.455.057.880,00
1.866.065.400,00

Rp.

Rp.
Rp.

50.321.123.280,00

124.704.281.380,00
21.337.935.795,34

Rp.

Rp.
Rp.

146.042.217.175,34

95.691.314.936,00
36.110.957.043,77

Rp.

131.802.271.979,77

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri

dari:
a. Penerimaan Pembiayaan
1) Semula
2) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah penerimaan pembiayaan
setelah Perubahan

b. Pengeluaran Pembiayaan
1) Semula
2) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah pengeluaran pembiayaan
setelah Perubahan

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pembiayaan :

Rp.  104.866.792.152,00
Rp. 23.950.474.297,93
Rp. 128.817.266.449,93
Rp. 0,00
Rp. 0,00
Rp. 0,00

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

1) Semula
2) Bertambah/(Berkurang)
Jumlah SiLPA setelah Perubahan

b. Pencairan Dana Cadangan
1) Semula
2) Bertambah/(Berkurang)

Rp.  104.866.792.152,00
Rp. 23.239.984.897,93
Rp. 128.106.777.049,93
Rp. 0,00
Rp. 0,00




Jumlah pencairan dana cadangan

setelah Perubahan Rp. 0,00
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah
yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah penerimaan pinjaman daerah
setelah Perubahan Rp. 0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 710.489.400,00
Jumlah penerimaan kembali pemberian
pinjaman setelah Perubahan Rp. 710.489.400,00
f. Penerimaan Piutang Daerah
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah penerimaan piutang daerah
setelah Perubahan Rp. 0,00
g. Penerimaan Kembali Penjaminan
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan kembali
penjaminan setelah Perubahan Rp. 0,00

h. Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Penerimaan kembali
Investasi Dana Bergulir

setelah Perubahan Rp. 0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan :
a. Pembentukan Dana Cadangan
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah pembentukan dana cadangan
setelah Perubahan Rp. 0,00
b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah penyertaan modal pemerintah
daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Pembayaran Pokok Utang
1) Semula Rp. 0,00



2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah pembayaran pokok utang
setelah Perubahan Rp. 0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah pemberian pinjaman daerah
setelah Perubahan Rp. 0,00
e. Dana Jaminan
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah dana jaminan
setelah Perubahan Rp. 0,00
f. Pembayaran Utang
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00
Jumlah pembayaran utang
setelah Perubahan Rp. 0,00

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1.

2.

Lampiran I

Lampiran II

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Lampiran VI

Lampiran VII

Lampiran VIII

Ringkasan Perubahan APBD;

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi SKPD;

Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

Rekapitulasi  Perubahan  Belanja  menurut  Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan
Kegiatan;

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan
dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi
dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per
Jabatan;

Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang
belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun

anggaran ini;

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah,



Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 7 Oktober 2015

PENJABAT BUPATI BANGLI,

I DEWA GEDE MAHENDRA PUTRA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 7 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2015 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI (6/2015)



